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Kartu Jaminan. Telematika. Elektronika.

NOMOR 19/M-DAG/PER/5/2009
TENTANG

BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Petunjuk.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU
JAMINAN/ GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA

Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasa 2 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Proving, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota, maka
penyelenggaraan  pendaftaran  petunjuk  penggunaan
(manual) dan kartu jaminan/garanss dalam Bahasa
Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika
menjadi urusan pemerintah di bidang perdagangan;

.bahwa daam rangka menjamin diperolehnya hak

konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengena kondis dan jaminan barang yang akan dipakal,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, perlu
mengatur ketentuan mengena petunjuk penggunaan dan
kartu jaminan purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi
produk telematika dan elektronika;
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Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan;

. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Saatsblad

1938 Nomor 86);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4437)
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
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2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebaga Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1957 tentang Penyaluran  Perusahaan-perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 1957,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4126);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Proving, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
171/M Tahun 2005;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008;
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M enetapkan

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon|
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah bebergpa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-
DAG/PER/8/2007;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat
|zin Usaha Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN
(MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/ GARANSI PURNA
JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK
TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk telematika adalah produk dari kelompok industri
perangkat keras telekomunikass dan pendukungnya,
industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri
komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan
konten multimedia, industri kreatif teknologi informas,
dan komunikas.

2. Produk elektronika adalah produk-produk elektronika
konsumsi yang dipergunakan di dalam kehidupan rumah
tangga
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Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya
berlaku Undang-Undang mengenai kepabeanan.

Importir adalah perusshaan yang melakukan kegiatan
impor produk telematika dan eektronika dan
bertanggungjawab sebaga pembuat barang Yyang
diimpor.

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi produk
telematika dan elektronika di dalam negeri.

Petunjuk penggunaan (manual) dalam Bahasa Indonesia
yang selanjutnya disebut petunjuk penggunaan adalah
buku, lembaran, atau bentuk lainnya yang berisi petunjuk
atau cara menggunakan produk telematika dan
elektronika.

Kartu jaminan/garans purna jua dalam Bahasa
Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah
kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan
suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual
produk telematika dan elektronika.

Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garans bagi
produk telematika dan elektronika pada instansi yang
berwenang.

Tanda pendaftaran produk telematika dan elektronika
yang selanjutnya disebut tanda pendaftaran adalah
dokumen sebaga tanda bukti telah didaftarkannya
petunjuk penggunaan (manual) dan kartu
jaminan/garanst  yang diterbitkan oleh  pgabat
berwenang.

Rekomendas adalah surat keterangan yang menyatakan

tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) atau importir
yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini



